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NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48
ayat (3), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5605);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban
pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang
terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta
semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari
Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU
adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil
pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang
halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian
kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang
meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

Penyelenggaraan Ibadah  Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh
penyelenggara ibadah haji khusus dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat

khusus.
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11.

12.

(1)

(2)
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Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya
disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
ibadah haji.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang
selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah
dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan
menunaikan ibadah haji khusus.

Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan
Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha
syariah yang digunakan untuk menampung Dana
Haji.

Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.

Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan Keuangan Haji.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya
disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan
ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri
sebagai PIHK.

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah
bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah
yang ditunjuk oleh BPKH.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2
Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan
pengawasan atas Keuangan Haji.
Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh badan pelaksana.
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(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh dewan pengawas.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

perumusan kebijakan;
penyiapan rencana strategis; dan

penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 4

Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
didasarkan pada:
a. kemampuan Keuangan Haji;
b. perkembangan ekonomi; dan
c. hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan I

badah Haji.
Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diukur dengan
mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

Pasal 5
Penyiapan rencana strategis pengelolaan Keuangan
Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
Untuk pertama kali, rencana strategis pengelolaan
Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan

terhitung sejak BPKH dibentuk.
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(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

(1)
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Untuk selanjutnya, rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum masa berlaku rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji berakhir.

Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit me

muat:

a. visi, misi, dan tujuan;

b. arah kebijakan dan strategi;

c. kerangka regulasi dan kelembagaan; dan

d. target kinerja dan kerangka pengembangan
Keuangan Haji.

Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan

rencana  strategis pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada dewan

pengawas untuk mendapatkan penilaian dan

persetujuan.

Rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan

Haji yang telah mendapatkan penilaian dan

persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh badan

pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

mendapatkan persetujuan.

Pengajuan rancangan rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat

persetujuan dewan pengawas.

Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh badan

pelaksana menjadi rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji.
Pasal 6

Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan

pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id



